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PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : -bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu
sektor informasi dari lapangan pekerjaan yang berhak
untuk mendapat jaminan pemberdayaan guna
mengembangkan usahanya dalam rangka
meningkatkan pendapat kesejahteraan

-bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di
daerah  berpotensi menimbulkan dampak pada
terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan
kebersihan serta fungsin prasarana kawasan perkotaan
maka diperlukan penataan pedagang kaki lima
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